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Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) Di Kabupaten
Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun
Sarana (Persero) Di Kabupaten Bandung;

bahwa berdasarkan data di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
nama PT. Citra Bangun Sarana telah dipakai oleh pihak lain sehingga
tidak dapat digunakan lagi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) Di Kabupaten Bandung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang—-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN PT. CITRA BANGUN SARANA (PERSERO) DI
KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 9 Seri D) yang ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2006, diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembentukan PT. Citra Bangun Selaras dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang
berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan daerah, yang
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu menggerakan perekonomian
daerah, mengembangkan usaha kecil menengah dan mampu memberikan keuntungan terhadap

pendapatan daerah.

2. Ketentuan Bab III Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3)
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dengan peraturan daerah ini, dibentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum
bernama PT. Citra Bangun Selaras.

(2) Pelaksanaan pendirian PT. Citra Bangun Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bupati Bandung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
dan peraturan perundangan lain yang berlaku.
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(3) Semua pasal yang mencantumkan PT. Citra Bangun Sarana diubah menjadi PT. Citra
Bangun Selaras.

3. Ketentuan Bab V, Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sebagai berikut :

(3) Pengelolaan, pengadaan, penguasaan potensi sumber daya alam dan hasil-hasil bumi
lainnya.

4. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 Bab, yakni Bab VI A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VI A

DIREKSI DAN KOMISARIS
Pasal 8a

(1) Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan Komisaris.

(2) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk pengangkatan pertama kali dilaksanakan oleh
Pendiri melalui Akta Pendirian.

(3) Prosedur dan persyaratan, masa jabatan, tugas, wewenang dan gaji serta pengangkatan
dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris kedua dan seterusnya diatur dengan
Peraturan Bupati.

5. Ketentuan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10a yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra

Bangun Sarana (Persero) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2006 Nomor 9 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2010

BUPATI BANDUNG,
ttd
OBAR SOBARNA
Diundangkan di Soreang

pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 13
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